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KEPALA DESA MULYASARI
KECAMATAN CILAKU KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA MULYASARI
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MULYASARI
FTAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MULYASARI

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dar
pengelolaan  keuangan  Desa  dilaksanakan  secara  terbuka  dan
bertanggungjawab untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran masyarakal

Menmmbang a

desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanu Desa Tahun Anggaran 2021
termuat dalam Peraturan Desa tentany aran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan
penvelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan,
efisiensi, berkeadilan. berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan
kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan
sejahtera.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagmimana dimaksud dalam huruf a
dan hurul b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

Mengingat . 01 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Ngmor 75, ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); |
02 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, i
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), !
03 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara {
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan !
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomord355);
04  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Takun 2014 Nomor 7, T4mbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495},
05 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4400),

06 Peratuan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembarar
Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
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Peraturan Pemerintah Penggantl Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Viris Desease
2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5558);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321),

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Cbvid-19),

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tzhun 2019 Tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomar 210);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corana Virus Desease 2019
(Cavid-19),

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomar 11 Tahun 2020 tentang
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Desease
2019 (Covid-15),

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun<2020 Tentang Komite Penanganan
Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
(PEN),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun
2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negen Republik Indonesia Nomaor 114 Tahun
2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun
2016 tentang Laporan Kepala desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1039),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Neg’éra Republik
Indanesia Tahun 2018 Nomor 611),

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1012);
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Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Trasmigrasl Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

Peraturan Menterl Keuangan Republik Indonesia Nomor
219/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 35/PMK.07/2020 tentang
Pengelolaan Tansfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020
Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019
(COVID-19) dan/atau Mengahdapi Ancaman Yang Mebahayakan
Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 377);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1641);

Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa,Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa
Tanggap Covid-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;

Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transigrasi
Republik Indonesia Nomor : 1261/PRI.00/IV/2020 tanggal 14 April 2020
tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang
Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 73);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/lasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Nomor 40);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan
Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ciarjur Kepada Desa (Berita
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Kewenangan
Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
(Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Pedoman
Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun
2018 Nomor 79);
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Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun
2018 Nomor 97);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Tata Cara
Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun
2019 Nomor 17);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 34 Tahun 2019 Pembangunan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 34);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 Tentang

Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun
2019 Nomor 51);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Desa (Berita Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 39);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Tata Cara
Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada
Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 56);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Standar Harga
Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Cianjur Tahun 2020 Nomor 68); {

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 01);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Tata Cara
Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi
Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 201
Nomor 02);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomar
03); i

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Petunjuk
Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 04);

Keputusan Bupati Cianjur NOMOr @ .o ieeeseeee e
Tentang Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021;

Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur Nomor :
900/Kep.9-Barjas/2020 tentang Bentuk-bentuk Formulir Pengadaan
Barang/lasa Di Lingkungan Pemerintah Desa;

Peraturan Desa Mulyasari Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Mulyasari
Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Mulyasari Tahun 2020 Nomor 7);
Peraturan Desa Mulyasari Nomor G8 Tahun 2020 tentang',Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Mulyasari Tahun 2020 (Lembaran
Desa Mulyasari Tahun 2020 Nomor 8);

Peraturan Desa Mulyasari Nomor Tahun 2019 Tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Bersekala Desa (Lembaran Desa Mulyasari Tahun 2019 Nomor );
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Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MULYASARI
Dan
KEPALA DESA MULYASARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA MULYASARI TAHUN ANGGARAN 2021,

Pasal |

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mulyasari Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai
berikut
MEMUTUSKAN:

< ; : -
Menetapkan : Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Mulyasari Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, adalah sebagai berikut
(Rincian Terlampir):

PERTAMA @ 1. PENDAPATAN DESA
Uralan Anggaran
a. Pendapatan Asli Desa (PADesa) Rp. 00
b, Dana Desa (DD) Rp. 1.406.447.000,00
c. Bagian Dari Hasil Pajak Daerah ’ Rp. 32.009.600,00
d. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 659.800.000,00
¢. Bantuan Keuangan dari -
1. Pemerintah Pemerintah Provinsi, Rp. 130.00.000,00
2. Pemerintah Kabupaten Rp 100.000.000.00
. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ke-3 yang  Rp. 0.00
tidak mengikat
g Lain-lain Pendapatan Desa yang sah Rp. 0,00
Jumlah Pendapatan Desa Rp. 2.328.256.600,00
KEDUA [I. BELANJA DESA
i, Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 816.235.345,00
b. Bidang Pembangunan Desa 827.872.750,00
¢.  Bidang Pembinaan kemasyarakatan 8.850.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, / 21.320.000,00
e. Bantuan Khusus ; 0,00
[ Bidang Penanggulangan Bencana dan 655.200.000,00
Mendesak
Jumlah Belanja Desa 2.329.478.095,00
Surflus/Defisit 1.221.495,00
KETIGA 1. PEMBIAYAAN DESA
a. Penerimaan Pembiayaan (Silpa) 1.221.495,00
b Pengeluaran Pembiayaan 0,00
Selisth Pemblayaan Desa (a-b) 1.221.495.00
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Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. APB Desa;
b. Daftar Penyertaan Modal;
¢. Daftar Dana Cadangan;
d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Pesa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat,
dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja
tidak terduga
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi
sebelumnya;
b. fidak diharapkan terjadi secara berulang,
¢. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang
disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran ditar obyek belanja; darf

¢ kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SIiLPA akan

dilaksanakan dalam tahun berjalan '

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala
Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.
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Pasal 7

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa sebaga landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 8
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengelahui, memenntahkan pengundangan Peraturan Desa im1 dalam Lembaran

Ditetapkan di Mulyasan
Pada Tanggal : 25 Januari 2021
Kepala Desg\Mulyasari

DEWI SUSANTI

Diundangkan di  MULYASARI
Pada tanggal 25 Januan 2021
SEKRETHRIS DESA
YAYAH FAUZIAH, S.IP
LEMBARAN DESA MULYASARI NOMOR 01 TAHUN 2021
L% /



LAMPINAN

PERATURAN DESA MULYASAR

NOMOH 0D TAHUN 201

TENTANG

ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES?

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MULYASARI
TAHUN ANGGARAN 2021
KODE REK URAIAN *"?::’:*N KETERANGAN
\ 2 3 4
4 PENDAPATAN
a2 Pandupatan Trang o 2,328 256.600,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.320.256.600,00
5 BELANJA
51 Belanjn Pegawan A52 900 000,00
52 Balanja Barang dan Jasa 572 mfl 995,00
53 Bolada Modal 648.501,100,00
84 Balana Tilak Torduga 655 200.000,00
JUMLAH BELANJA 2,320.470.005,00
SURPLUS / (DEFISIT) (1,221,495,00)
6. PEMBIAY AAN
61 Poanenmaan Pembiayaan 1.221.485,00
611 SILPA Tahun Sebelumnya T "- -1-2';1-;9-':.-!];-
PEMBIAY AAN NETTC 1.221.495,00
SISA LEBIH PEMBIAY AAN ANGGARAN 0,00
MULYASARI, 25 danuarl 2021
KEPALA DESA
DEW| SUSANTI
R /
m OBTANET 140841 S Hakaman 1




LAMPIRAN
PERATURAN DESA MULYASAR
NOMOR 00 TAHUN 2021
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES/

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MULYASARI

TAHUN ANGGARAN 2021
ne':t.::fnu URAIAN "“G&:F:“" SUMBERDANA
1 2 3 4 5
4, PENDAPATAN
4.2 Pandapatan Transfor 2.328.256.600,00
JUMLAH PENDAPAT AN 2.320.256.600,00
5. BELANJA
1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 6816.235.345,00
1.1, Ronyelenggaran Belan|a Slitap, Tunjangan dan Operasional £43.619.845,00
“Pomerintahan Dosa (Maksimal 30% untuk kegla
1m Panyadiaan Fonghasiian Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 49.200.000,00 | ADD
1101 | B BHedan|n Pogawa 45 200.000,00
1108 Ponyediaan Penghasiian Telap dan Tunjangan Perangkal Desa 336 40000000 | ADD
1102 | 51 Balanjn Pagawal 338.400.000,00
1104 Panyediaan Operasional Pemeriniah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, P 37119.845,00 | ADD, DLL, PBH
oflongkapan Perkanionan, pakaian
1104 | 52 Balanja Barang dan Jasa ; 37 115.845,00
1106 Panyedinan Tunjangan BPD 42 800.000,00 | ADD, PBP
1106 | 54 Balanja Pagawal e 42.800.000,00
1.1.07 Fanyediaan Inseniit/Operasional RT/RwW 153.600.000,00 | ACD
1107 | 82 Balanja Barang dan Jasa 153.600.000,00
1190 Tunjangan Penghasilan Aparalur Pamenntah Desa (TPAPD) 22.500.000,00 | P8P
1180 | 5.9 Helanja Pogawal 22.500.000,00
1.2 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 63.000.000,00
1 209 Pembangunan/AehaditasiPeningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipil 60.000 000,00 | PBP
ih)
04 | 83 Belanja Modal 60.000.000,00
1200 Bantuan Pulsa untuk Kegutan Sapa Warga 3.000.000,00 | PeP
1 2% Balanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
13 Administras! Kependudukan, Pencatatan Sipll, Statistik dan K;rslpan 36.030.000.00
¥ Farnrumunan®andataar/Pemutakhiran Profl Desa (Dipilih) 36.000.000.00 | pos
130 Balanja Barang dan Jasa 26.000.000,00
1.3.0 Heiaras Moda 10.000.000,00
14 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 50.455.900,00
14M Harmpsongoersan Myt yawarah Parencansan Dosa/Pembahasan APBDes (Re 23.864 900,00 | DDS
guter
14m Balanya Barang dan Jasa 23 864 900,00
m OBARVIE Y 14 Halaman 1
>




KODE URAIAN ANGGARAN SUMBERDANA
REKENING (Rp)
1 2 3 4 5
1.4.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa 26.591.000,00 | DDS
1408 | 52 Belanja Barang dan Jasa 17.691.000,00
1408 | 53. Belanja Modal 8.900.000,00
15. Sub Bidang Pertanahan 23.159.600,00
1.5.08 Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 23.159.600,00 | PBH
15.06 | 52. Belanja Barang dan Jasa 12.159.600,00
15.06 | 53. Belanja Modal 11.000.000,00
2 | PE = §27.672.750.00
2.1. Sub Bidang Pendidikan 73.650.000,00
21.01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa ( 54.400.000,00 | ADD, DDS
Honor, Pakaian dif)

21.01 | 52, Belanja Barang dan Jasa 54.400.000,00

2.1.05 Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/T PQ/Madrasah Nonfor 19.250.000,00 | DDS
mal Milik Desa

21.05 | 53. Belanja Modal 19.250.000,00

22, Sub Bidang Kesehatan 227,746.650,00

2202 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif) 44.920.000,00 | DDS, PBP

1o

2202 | 52. Belanja Barang dan Jasa 44,920.000,00

22.04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 130.3&-5.000.0:0 Dos

2204 | 52, Belanja Barang dan Jasa 159.590.000,00

2204 | 53 Belanja Modal 20.735.000,00

2.2.06 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balila (BKB) 2.441.650,00 | COS

2206 | 52 Belanja Barang dan Jasa 2.441.650,00

23. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 501.146.100,00

2.3.03 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 401.146.100,00 | oDS

2303 | 53 Belanja Modal 401.146.100,00

2.3.05 {Fj’emellharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Pant/Drainase 100.000.000,00 | PBK

1)

2305 | 53 Belanja Modal 100.000.000,00

28. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 25.330.000,00

2602 Penyalenpgaraan Informas! Publik Desa (Poster, Baliho DI 16.400.000,00 | DDS, PP

2802 | 52 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00

2602 53 Belanja Modal g 17.500.000,00

26.03 Pembuatan dan Pengelotaan Jaringan/Instalas Kmnumk;w dan Informasi Lok 6.930.000,00 | ODS

2.6.03 6.930.000,00

3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN £.850.000,00

37 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 1,650.000,00
Masyarakat

3102 Penguatan & Peningkatan Kapasilas Tenaga Keamanan Meteriban oleh Pemd PEM

1R | 52 Beiarya Barang dan Jasa 1.65(
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KODE URAIAN ANGGARAN SUMBERDANA
REKENING (RAp)
1 2 3 el 5
KE N Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 7.200.000,00
34.03 Pembinaan PKK 2.800.000,00 | PBH
3403 | 52 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00
3404 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 4.400.000,00 | PBH
3404 | 52 Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 21.320.000,00
43 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparalur Desa 15.000.000,00
43.02 Peningkatan Kapatilas Perangkal Desa 15.000.000,00 | DDS
4302 | 52 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
44. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 6.320.000,00
Keluarga
44.01 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 3.500.000,00 | DDS
4401 | 52 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00
4402 Pelatinan dan Penyuluhan Perlindungan Anak 2.820.000,00 | ODS
44.02 R Belanja Barang dan Jasa J 2 §20.000,00
3 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES §55.200.000.00
53. Sub Bldang Keadaan Mendesak 655.200.000,00
53,00 Penanganan Keadaan Mendesak 655200.000,00 | ODS
5300 | 54 Belanja Tidak Terduga 655.200.000,00
JUMLAH BELANJA 2.329.478.095,00
SURPLUS / (DEFISIT) (1.221.485,00)
6. PEMBIAY AAN
61 Penerimaan Pembiayaan a 1.221.495,00
PEMBIAY AAN NETTC 1.221.495,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00
MULYASARI, 25 Januarl 2021
KEPALADESA.
i
DEWI SUSANTI
L5 /
Hataman 3
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